
4.Undang-Undang ..... 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

ten tang 
dalam Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 
dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2021-2026; 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG HARI, 

BUPATI DATANG HARi 
PROVINS! JAMBI 



Indonesia Nomor 4700); 
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan . . . . . 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 

4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 
-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan .Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

19.Peraturan ..... 
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2 .Pemerintah . 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

Dan 
BUPATI BATANG HARi 

MEMUTUSKAN: 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006- 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 
2017 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 10); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16); 
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I3.t\I3 II ..... 

Daerah. 
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
12. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, 
terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan. 

13. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai 
tujuan. 

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa 
jabatan Kepala Daerah. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 
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(2) Pengendalian . 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD 

Pasal 4 
( 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJMD. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 
Perangkat Daerah; 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
Penutup. 

Program 

Gambaran Umum Konclisi Daerah; 
Gambaran Keuangan Daerah; 
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 
Strategi, Arab Kebijakan dan 
Pembangunan Daerah; 

BAB VIII 
BAB IX 

BAB VII 

BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 

BAB III 
SISTEMATIKA RPJMD 

Pasal 3 
( 1) Sistematika RPJMD meliputi : 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

( 1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah 
Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun 
yang menjabarkan : 
a. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih; clan 
b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan 

clan Program Pembangunan yang akan clilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan. 

(2) RPJMD menjacli pedoman clalam penyusunan RKPD, 
Renstra Perangkat Daerah clan Renja Perangkat Daerah. 

(3) RPJMD berpecloman pada RPJMD Provinsi Jambi clan 
RPJMN serta memperhatikan : 
a. RPJPD Kabupaten Batang Harl; 
b. RTRW; clan 
c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar. 

6 



BAB VII . 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 6 

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan 
RKPD berpedoman pada RPJPD. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
dalam penyusunan APBD tahun pertama periode 
pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. 

BABV 
PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 5 
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata 
cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa 
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 
(2) Penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan 
b. pelaksanaan RPJMD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
(1) kebijakan perencanaan RPJMD; 
(2) pelaksanaan RPJMD; dan 
(3) hasil RPJMD. 

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah. 

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi PROVINS! JAMB! : 
, 2 ), , z .. 'f,12021 

Diundangkan di Batang Hari 
pada tanggal: '2 " - o 8 - 2021 

TI BATANG HARi r-- 
Ditetapkan di Batang Hari 
pada tanggal : 2..'1 - 0 cf - 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
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